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BAB IV
ANALISIS KASUS UPAYA HUKUM PERDATA GANTI RUGI KORBAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENURUT  KUH PERDATA INDONESI
A. Upaya Hukum Perdata Ganti Rugi Korban Dalam Putusan Nomor : 18/Perdata.G/2020/PN Soasiao Telah Sesuai Dengan Aturan Hukum Acara Perdata 
Pertimbangan pembuktian perbuatan melawan hukum perdata yang diupayakan ganti kerugian dalam putusan 18/Perdata.G/2020/PN Soasiao, setidak-tidaknya hakim harus dapat menafsirkan Pasal perbuatan melawan hukum perdata dan Buku III KUH Perdata yang mengatur mengenai perikatan, tidak menguraikan defenisi perikatan dalam pasal-pasalnya. Perbuatan melawan hukum perdata yang bersumber dari perikatan harus memiliki hubungan hukum yang bersifat privat, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) untuk melakukan sesuatu prestasi.
Berdasarkan Pertimbangan pembuktian perbuatan melawan hukum perdata yang diupayakan ganti kerugian di atas, baik itu kerugian yang berasal dari dari kontrak ataupun unsur perbuatan melawan hukum, maka penggugat (korban) harus dapat membuktikan adanya perjanjian, bukan dengan kuitansi pengobatan.
Bukti perjanjian yang telah disepakati  mengakibatkan timbulnya hubungan hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati, serta menganggap isi dari perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang telah membuatnya
Pertimbangan pembuktian perbuatan melawan hukum perdata yang diupayakan ganti kerugian di atas telah tampak hakim mempertimbangkan bukti kuitansi pengobatan sebagai dasar kerugian adanya asas konsualisme (kesepakatan) dan timbulnya akibat hukum yang mengakibatkan tumbuhnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Unsur-unsur perjanjian menurut teori adalah sebagai berikut:
1. adanya perbuatan hukum;
2. persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan;
4. perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
5. pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
6. kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan, Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah ketika ganti rugi ditafsirkan oleh  hakim  sebagai objek penyelesaian secara perdata formil misalkan dengan mediasi. dengan mengkonpensasikan bukti pengobatan kepada tergugat.

Hubungan keterkaitan upaya hukum ganti rugi keperdataan yang memiliki unsur pidana dalam putusan 18/Perdata.G/2020/PN Soasiao  merupakan terminologi hukum yang menggambarkan keterkaitan satu upaya hukum ganti rugi keperdataan dari korban yang berasal dari dengan peristiwa hukum lainnya dengan perbedaan pada yurisdiksi pengadilan.
Upaya hukum ganti rugi keperdataan yang berasal dari unsur hukum lain melahirkan suatu ambiguitas karena terdapat lebih dari satu produk hukum. Apabila kerangka teoritis tentang upaya hukum ganti rugi keperdataan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 18 / PDT.G/ 2020/ PN. Soasiaou, maka unsur kepidanaan  yang berkembang adalah solusi hukumnya dan pertimbangan hukum hakim agar diterima oleh para pihak yang bersengketa.
Putusan Nomor 18 / PDT.G/ 2020/ PN. Soasiaou tidak menyebutkan secara eksplisit landasan teoritis yang mendasari pertimbangannya, namun untuk menganalisis pertimbangan hukum tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pelacakan secara meta-yuridis konsep-konsep dan termaterma hukum yang muncul dalam pertimbangan putusan. 
Hubungan upaya hukum ganti rugi keperdataan yang berasal dari unsur pidana dilihat dari sudut pandang subjek hukum yang kepentingan hukumnya dilanggar merupakan subjek hukum yang sama. Berdasarkan konstatasi fakta-fakta hukum diketahui bahwa subjek yang kepentingan hukumnya dilanggar adalah korban. Kedua, adanya hubungan kausalitas antaragugatan ganti rugi dan perbuatan melawan hukum pidana dengan kerugian penggugat. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mengonstatir tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum perdata (materil).
Alasan hakim menerima dan memeriksa putusan Putusan Nomor 18 / PDT.G/ 2020/ PN. Soasiaou adalah pertimbangan tergugat telah perbuatan melawan hukum perdata (materil), maka tindakan tersebut di atas merupakan bukti adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran para tergugat dengan dilanggarnya kepentingan hukum penggugat. Dengan menggunakan penafsiran legistis,  penafsiran bebas, dan sociological juris prudence maka hakim dapat menemukan solusi hukum perdamaian dan memutuskan ganti rugi , adanya dua peristiwa hukum (perbuatan melawan hukum perdata yang memiliki muatan dan berasal dari kepidanaan yang mendasari gugatan ganti rugi keperdataan korban, maka hal tersebut memenuhi syarat untuk dikualifisir. Adapun kondisi mana dari peristiwa hukum tersebut (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi) yang lebih dahulu terjadi, maka telaah terhadap hal tersebut kurang relevan dalam perspektif doelmatigheid process. Sebab yang menjadi dasar afirmasi teoritis kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum ganti rigi keperdataan dan kepidanaan adalah keterkaitan erat fakta hukum dan hubungan hukum. 
Pertimbangan hukum Mahkamah Agung merefleksikan bahwa kualifikasi wanprestasi yang menjadi dasar ganti rugi keperdataan korban, didasari oleh faktor kepidanaan. Terlihat dari tindakan tergugat I yang melakukan penyaniayaan. Peristiwa ini tampak jelas menjadi dasar Mahkamah Agung dalam perkara ini terhadap dalil gugatan rekonvensi tergugat I (penggugat rekonvensi), yang menyatakan bahwa keterlambatan
Penegakan hukum (law enforcement) yang seharusnya memperlihatkan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, ternyata tidak harmonis sesuai dengan yang diharapkan kondisi perbuatan melawan hukum saat ini telah banyak teracmpur dengan bidang hukum lainnya, dalam penelitian ini adalah tercampurnya perbuatan melawan hukum pidana yang ditarik ranah formil keperdataan, hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan dengan mengesampingkan ranah mediasi ganti rugi dalam perkara penganiayaan yang dinilai memiliki limit kerugian dengan nominal angka Rp.2.500.0000 (dua juta limaratus ribu rupiah) (kesenjangan das solen dan das sein).
Penegakan hukum dalam perkara nomor 18 PDT.G/2020/PN.Sos akan berdampak precedent yang sebaliknya dari padanya regulasi mediasi yang berada dalam ruang pidana ganti rugi perkara penganiayaan, adanya  kaidah-kaidah hukum mediasi yang diterobos oleh panitera perdata, hal ini seolah-olah semakin menunjukkan kepada publik bahwa penegakan hukum perdata hanyalah suatu proses formal yang hasilnya sangat bergantung pada penggugat, maka hal itu telah mengenyampingkan makna filosofis dari perbuatan hukum pidana materil. 
Perkara perdata yang diproses berdasarkan peristiwa pidana penganiayaan putusannya mencerminkan tidak tegaknya hukum. putusan 18 PDT.G/2020/PN.Sos bagi pihak yang membuat gugatan perbuatan melawan hukum yang berdasar pandangan hubungan perbuatan melawan hukum pidana (straafbaarfeit) telah nyata-nyata terbukti dikabulkan hakim untuk membayar ganti rugi pengobatan, hal ini bertolak belakang dengan Putusan Nomor 28/PID.B/2022./PNLBB , dalam pokok peneriksaaannya terdakwa dibebaskan dengan ketentuan atau syrata harus membayar ganti rugi dan melakukan perdamaian dengan korban.. 
Gugatan ganti rugi dalam pengadilan perdata dengan peristiwa hukum pidana, maka hakim perdata harus dapat menafsirkan teori kasualitas sebab –akibat dari perbuatan hukum pidana yang diatur dalam tentang asas legalitas, jika tidak dapat menafsirkan perbuatan pidana materil dalam sidang perdata maka putusan perdata dalam perkara pidana tidak hanya menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum, tetapi juga dalam penerimaan masyarakat yang dinilai legalitas hukum tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat,  meskipun putusan pidana dibenarkan dalam hukum formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) , tetapi fenomena tersebut menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan putusan perdata terhadap perkara pidana
Perkara pembuktian perbuatan melawan hukum perdata dalam perkara pidana penganiayaan menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman telah membagi kamar-kamar peradilan, seperti peradilan umum, Perdata , peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan yurisdiksinya.
 Kebijakan perundang-undangan yang disebut oleh Prof. Barda Nawawi Arief sebagai kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan sistem manajemen. Oleh karena itu, pembenahan sistem peradilan dapat pula ditempuh dengan pembenahan sistem perundang-undangannya. Apabila sistem peradilan hendak dikembangkan sebagai sistem kekuasaan kehakiman atau sistem penegakan hukum yang merdeka dan mandiri, maka akan mengembangkan keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana yang ada selama ini. Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disingkat SPP) yang terpadu hendak diwujudkan melalui 4 (empat) subsistem, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan / penjatuhan pidana oleh pengadilan dan pelaksanaan/eksekusi pidana.
Berdasarkan pengaturan Undang-undang kekuasaan kehakiman, maka keyakinan hakim dalam membuat putusan haruslah dibentuk oleh alat bukti yang ada. Berikut ini adalah sebuah kasus penjatuhan putusan hakim yang menunjukkan hakim dalam membangun keyakinannya dianggap tidak memperhatikan teori pembuktian Substantierings theorie merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis bahwa di dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus disebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu; dan yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut miliknya  
Ganti rugi dalam Putusan Nomor 18 PDT.G/2020/PN.Sos Perkara Penganiaayaan Pada kasus ini Terdakwa bernama Nurhalis Galitan, Alwi Hamid dan Farid Soleman Telah menjalani Hukum Pidana berdasarkan  Nomor: 19/Pid.B/2020/PN.Sos jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID/2020/PT.TTE, namun yang memutus vonis pada Nurhalis Galitan selama 3 tahun,, Alwi Hamid alias Alwi  dengan   pidana   penjara selama 2 ( dua ) tahun dan Terdakwa III Farid Soleman alias Farid dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun
Putusan Pengadilan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos, telah  mempertimbangkan mengenai Pasal perbuatan melawan hukum perdata, yaitu perbuatan melawan hukum yang timbul karena adanya kerugian korban, yaitu timbul dengan akibat dari biaya pengobatan yang ditimbulkan karena peristiwa pidana penganiayaan, hakim pengadilan perdata tidak memutuskan gugatan obscure libel Pertimbangan diterimanya berkas perkara perdata tidak mempertimbangkan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga,hakim memutuskan gugatan ganti rugi sebesar Rp.25 Juta memiliki kekuatan hukum tetap
Dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap korban jika dilihat dari KUH Perdata dapat diupayakan kompensasi dan restitusi (ganti rugi). Upaya hukum perdata ganti rugi terhadap korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia tidak lepas dari peranan negara, dalam melidungi korban. Argumentasi negara untuk mengendapkan perlindungan hukum terhadap korban adalah berdasarkan social contract argument (argumentasi kontak sosial) dan social solidarity (argumentasi solidaritas sosial).
Social contract argument menyatakan bahwa negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Adapun social solidarity argument menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.
Disamping argumentasi-argumentasi yang telah disebutkan di atas, menurut peneliti alasan utama negara melindungi korban tindak pidana khususnya tindak pidana perkosan, karena hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV yaitu Negara Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi menurut pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut, sudah seharusnya negara melindungi korban tindak pidana khususnya tindak pidana lalu lintas
Apabila kita berbicara tentang peradilan pidana, maka bayangan kita akan terarah pada perangkat atau birokrasi peradilan pidana yang terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim di satu pihak, terdakwa beserta pembelanya pada pihak lain. Korban ebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolasi atau yang paling tidak kurang mendapatkan perhatian. Apalagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.
Pertimbangan hakim dalam  perkara  18/Perdata.G/2020/PN Soasiao  adalah adanya perbuatan melawan hukum perdata pelaku tidak mengenyampingkan asas itikad baik yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pengakuan dari tergugat dengan itikad baik tidak hanya sebatas diselesaikan dengan ganti rugi apabila salah satu pihak berpiutang (penggugat) mengalami kerugian. Namun proses sita tidak dikabulkan hakim, karena pda dasarnya sita harus memenuhi syarat:
1. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum yaitu perkiraan dari dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat untuk mengadakan hubungan hukum akan dipenuhi secara sah menurut hukum dan berdasarkan nilai-nilai kepantasan dalam masyarakat.
2. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum yaitu pada waktu melaksanakan perjanjian dengan mengindahkan norma-norma kepatutan serta keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian kepada pihak lain. 
Alat bukti pengakuan yang menjadi kunci dikabulkannya gugatan ganti rugi dari tergugat, maka itikad baik dalam menjalankan ganti rugi tidak hanya terdapat dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian tetapi juga dalam upaya menghapus pidana. Oleh karena itu, klausula upaya hukum perdata ganti rugi korban yang di satukan dalam satu peristiwa hukum pidana harus tetap dilaksanakan dengan itikad baik.
Pemberian ganti rugi dari tersangka tidak hanya dilihat berdasarkan isi pengakuannya tetapi kaidah norma masyarakat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu perjanjian jual beli harus diaplikasikan, antara korban dan tersangka dalam perjanjian, dimana tersangka merupakan saat terjadinya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian ganti rugi sebagai syarat perdamaian oleh masing-masing pihak.
Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 18 / PDT.G/ 2020/ PN. Soasiaou adalah salah satunya tentang proses pembuktian perkara perbuatan melawan hukum perdata, dimana Hakim mempertimbangkan materi eksepsi pada jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat angka 4, 5, 6, dan 7, mengenai gugatan kurang pihak dengan alasan yang pada pokoknya dalam persidangan perkara Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sos, terungkap fakta bahwa pengeroyokan terhadap Penggugat dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun Penggugat dalam perkara a quo membebankan seluruh ganti kerugian hanya kepada 3 (tiga) orang Tergugat, seharusnya seluruh pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut juga ikut digugat agar tidak membebankan seluruh beban kerugian kepada sebagian orang saja (Para Tergugat) Majelis Hakim berpendapat, hal-hal tersebut juga sudah masuk ke ranah pembuktian atau pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak
 Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. 
Bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatangan tulisan itu.
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Upaya Hukum Perdata Ganti Rugi Korban Dalam Putusan Nomor 18 / PDT.G/ 2020/ PN. Soasiaou Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia
Sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum perdata. Sifat perbuatan melawan hukum perdata terdiri dari ajaran sifat melawan hukum perdata formal pada dasarnya lahir dari adanya rumusan Pasal perikatan, yaitu Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai aturan yang mengikat bagi para pihaknya,. Sifat melawan hukum perdata formal merupakan syarat untuk dapat dilakukannya upaya hukum ganti rugi oleh korban dana tau pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, sifat melawan hukum perdata formal adalah apabila suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji telah memenuhi semua unsur melanggar perbuatan melawan hukum perdata, perbuatan melawan hukum perdata (onrechtmatigeedad)  harus termuat dalam klausula kontrak,.
Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum perdata tidak hanya termuat dalam pengaturan perbuatan melawan hukum saja., melainkan diatur  dalam hukum hukum yang tidak tertulis, dalam Nomor 18 /PDT.G/2020/PN.Sos, aturan penganiayaan yang tidak tertulis dalam KUH Perdata, sudah jelas telah melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, hingga menimbulkan kerugian pada korban, maka dari itu dengan dasar perbuatan melawan hukum perdata ini , yang mengadopsi norma-norma dalam masyarakat yang justru tidak diatur dalam perbuatan melawan hukum perdata saja, hakim yang menetapkan Penetapan Ganti rugi sebesar 25 Juta Rupiah, menafsirkan relevansi aturan azas ius curia novit dalam penetapannya.
Penafsiran relevansi ius curia novit justru bertentangan dengan sifat perbuatan melawan hukum formal, bahwa upaya hukum gugatan ganti rugi korban yang bersumber dari perbuatan melawan hukum harus bersumber dari perjanjian atau kontrak dalam lingkup hukum privat, bukan hukum publik. Dualism pertimbangan hukum hakim dalam penetapan putusan Nomor 18 /PDT.G/2020/PN.Sos bersumber dari penafsiran legistis hakim dari undang-undang (yang tertulis) (formil), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga (Materil).
Sifat melawan hukum perdata formil dan materil dapat dihapuskan berdasar azas kepastian hukum dengan menafsirkan aturan yang lebih spesifik (lex specialis) agar tidak menimbulkan disparitas putusan hakim, selain itu juga diberlakukannya system kamar harus diterapkan guna menjaga persatuan penerapan hukum dan menjaga konsistensi putusan Mahkamah Agung dan meningkatkan profesionalitas Hakim.
Berdasarkan Sema No 7 Tahun 2012, bahwa suatu perkara yang perdata yang di upayakan hukum oleh salah satu pihak dengan melalui kepidanaan, misalnya antara penjual dan pembeli, kreditur dengan debitur pada umumnya diikat dalam suatu  perjanjian. Namun tidak selamanya para pihak dapat melaksanakan perjanjian tersebut dengan dasar itikad baik. Dalam praktek terdapat kecenderungan terdapat pihak tertentu mempunyai itikad buruk untuk melakukan tindak pidana (misalnya perkara penipuan) dengan menggunakan modus perjanjian, sebagai alasan menghindari tanggung jawab Pidana. Terhadap masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat. 1. Pendapat pertama : pada umumnya putusan JF maupun JJ, perkara pidana yang didalamnya mengandung suatu ikatan perjanjian, pendapat kedua dalam SEMA diatas, bahwa penyelesaian perkara Nomor 18 /PDT.G/2020/PN.Sos berdasarkan Sema No 7 Tahun 2012, adalah tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka masuk dalam ranah pidana
Hakim Nomor 18 /PDT.G/2020/PN.Sos  mempertimbangkan mengenai ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis (materil) mengenai sifat melawan hukum pidana dalam putusan Nomor 18 /PDT.G/2020/PN.Sos adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.
Pertimbangan Hakim dalam Nomor 18 /PDT.G/2020/PN.Sos mengenai sifat melawan hukum delik pidana yang diupayakan ganti rugi perdata, maka hakim harus dapat membuktikan itikad baik terdakwa penganiaya, yaitu, itikad baik perdamaian, hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya solusi hukum mediasi dalam ranah pidana, sehingga sifat melawan hukum akan gugur , karena adanya perdamaian dan ganti rugi tersebut.
Itikad perdamaian dalam sidang perdata Nomor 18 /PDT.G/2020/PN.Sos , akan memberi impuls bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, maka penafsiran bebas hakim dalam perkara perdata yang bermuatan pidana dapat melahirkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, kemanfaatan hukum yang berasal dari antithesa sifat melawan hukum materil dan formil  pada dasarnya bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, namun perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat, maka bagaimana sinthesa atau solusi hukum unttuk memulihkan ketidak seimbangan hukum tersebut. 
Wanprestasi secara umum pengertiannya adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak seperti yang diperjanjikan atau yang selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam pelaksanaan prestasi telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayakanya”. Maksudnya adalah bahwa prestasi dilaksanakan sebagian atau tidak sama sekali sehingga tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian.	Hak-hak kreditur dalam hal terjadinya ingkar janji adalah:
1. hak menuntut pemenuhan perikatan;
2. hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
3. hak menuntut ganti rugi;
4. hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.   
Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi debitur membayar “ganti rugi”. Adanya wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur telah ditentukan oleh undang-undang bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Lembaga pernyataan lalai ini berguna sebagai parameter apakah si debitur benar telah melakukan wanprestasi atau tidak. “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Jika saat ini dilampaui, maka debitur ingkar janji atau wanprestasi. seperti yang disebut di atas dikenal dengan nama “somatie”, yang isinya berupa pernyataan kreditur agar debitur melunasi kewajibannya dan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan.
Upaya ganti rugi merupakan ranah perdata formil , dan hakim merelevansikan ranah formil ganti rugi merupakan bagian untuk menyeimbangkan perbuatan hukum antara dua belah pihak atau lebih, dimana terjadinya solusi hukum ini harus didasari oleh adanya kesepakatan antara para pihak tanpa ada paksaan 
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